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GUBERNUR I.II.MPUNG
PERATURAIT GUBI')RIiI'TIR LAMPUNG

NOMOR 3:tAHtrN 2022

TEN'iIANG

PEMBERIAN TAMBA}IAN PENGHASILAIi PEIiAOIAI AT'ARATTIR SIPE I{EGTiRA
DI LII{GNUI{GAN PEMERINTAH I}A}IIIAJ{ PIitOVIt{fSI LI!^MPIJNG

DEI{GAN RAHMAT TTIIIAN 'I"ANG MAITA ESA

GUBERNUR I.,AIITPUNG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketcntlran t'asal 58 ayat (3) Peraturan
Pemenntah Nomor l2 Tatturr 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,disebutkan Pemerintreh Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegarvai Negeri Sipil setelah
mendapatkan persetuj uan IVte nteri ;

b. bahwa berda,iarkan Keputusan lt,lenteri Dalam Negeri Nomor 900-
4700 Tahun 2020 tentang 'lata Cara Persetujuan Menteri Dalam
Negeri terhadap Tarnbahan Pr-'ughi;tsilarr Pegawai Aparatur Sipil
Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan
dengan mempertimbalrgkan kemampuan keuangan daerah
terhadap Tambahan f'enghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pr)rtimbangan sebagiimana dimaksud pada
huruf a, dan hurul' b rli ata.s,untuk meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah daerah,
perlu menetapkan Pembt:riar"r Tambahan Penghasilan Pegawai
,{paratur Sipil Negara cli l-ingkungarr Pemerirltah Provinsi
Larnpung dengan Peraturan (iu hern u r:

Mengingztt l. Pasal 18 ayat (6) LIrt t.la t r I:.- LJ tr,:lang Da.sa' Negara Republik
lndonesia Tahun 1945t

2. Undang-Undang I'lomor l4 Tahun 19ti4 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pe lrgg;rrttr Llrrdang-Undang Nomor 3 Tahur-r
'1964 tentang F,;mbentul<an [)aerah Tingkat I L,ampung dengan
nrr:ngubah Unclang-Undang Nonror 25 Tahun [959 tentang
Penrbentukan )aelah Tingkr,rt I Sunratera Selatan menjadi
Undang-Undang. (Lembara.n ltlegara Republik lndonesia Tahun
196,4 Nomor 26ti8);

3. Undang-Undang Nomor 12tl 'latrun t999 tentang Pen-yelenggara
Negara yang Bersih darr Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Replrblik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lr:mbara.n Neg€rra Republik lndonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(kmbaran Negara Republik Lrdonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

• ' 

GUBERNUR LAMPUNG 
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TEN"T'ANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI AFARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah,disebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan 
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah 
mendapatkan persetujuan Menteri; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900­ 
4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam 
Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara diLingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan 
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah 
terhadap Tambahan Penghasilam Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, dan huruf b di atas,untuk meningkatkan kesejahteraan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingungan Pemerintah daerah, 
perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Lampung dengan Peraturan Gubernur; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undaug-UJndang Dasa" Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 ten tang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Peggent Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1964 tentang embentutan Daerah Tingkat I Lampung dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan aerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran legara Republik Indonesia Tahun 
1964 Nomor 2688); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 



5. LlndarLg-Undang Nomor 23 Tahrrrr :2()I4 tentang Pemerintahan Daerah
(lrmbaran Negara Republik Indon,rsia 'l'ahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republil: indonesia No:inor 5587) sebagaimana telah diubah
bebe;apa kali terakhir dengan Untrang-Uadang Nornor I T;rhun 2022 tentang
Hubungan K.euangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndorresia Tahv:t 2O22 Nomor 4, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Ncrrior 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20i4 tentang Administrasi Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik tndonesia'!'ahun 20121 Nomor 292,
Tarnbahan Lembaran Negara Repurblik lndonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 201'7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri sipil(l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o17 Nomor 63,
Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 'l 2 Tahun 2()17 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nonror 73, Tam bahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

I . Peraturan Pemerintah Nomor 49 'lalrnu 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerirrtah Dengan Perjanjian K.:{a (l-entbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 224, Tarnbane.n l,entbaran Nt:gara Republik Indonesia
Norrror 6264);

I O. PeratLrran Pemerinta,h Nomor I 2 'l'atrurr 20 19 tentalg Pengelolaan Keuangan
Daerah(lembaran Negara Republil< Itrrlonesia Tahun 2019 IYomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun !1019 tentang Penilaian Kineja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Ir:donesia Tahun 2019 Nomor 77);

12. Peraturan Pernerintah Nomor 94 Ta-h un 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 2O2,
Tambahan Lrmbaran Negara Republia Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraluran
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik lndorresian Tahun 2019 Nonror 210);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri N<.rmor 12 Tahun 2008 tentang Pedcman
Analisis Beban Keda di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedornan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatar di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 'fahun 2013 Nomor
1636);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatrrr Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman furalisis Jabatan dan Analisis Beban
Ke{a (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 26);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu r Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman F'enataan Sistem 'funjangan Kinela
Pegawai Negeri;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri l{omor 35 Tahun 2012 tentang Analisis
Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 483];

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Unang-Undang Nomnor 1 Tehun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemermntah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Pera tu ran Pemerintah Norn or 12 Tah un 2017 ten tang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 224, Tarnbanen Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6264); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kineja Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 l Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 210); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 
Instansi Pemerintah (Serita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1636); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban 
Kerja (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja 
Pegawai Negeri; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis 
Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 



Mempertratikan

20. Peraturan lVlenter:. Dalarn Negeri Nomor 8O Tahun 201 5
terrtang Pembentu kan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah denganPeraturan Menteri Da-lam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik lndonesia
'lahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Telrnis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik h-.rlonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

22. Peraturan lvlenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 202 I tentang Sistem
Manajemen Kirerja F'egrrwtri Negeri Sipil (Berita Negara
Repubtik lndonesia l'ahun 202 I Nomor 210);

23. Peraturan Kepaia Earlan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 201 1 t.entanq Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai
Negeri Sipil;

24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan
Kebutuhan Aparatur Siipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

25. Peraturan Daerah Provinsi la.mpung Norrror 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat f)aerah
Provinsi Lampung (l,embaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan lrmbaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 491);

26. Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah lrmbaran Daerah
Provinsi La.mpung Tahun 2O2l Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);

27. Peraturan Gubernul lampung Nomor 49 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Lampung
Nomor 7 Tahun 20 l5 tentan6 Pedoman Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil cli Linl;kungan Pemerintah Prorrinsi Lampung
(Berita Daerah Provinsi Larnpung Tahun 2021 Nomor 49);

28. Peraturan Gubernur l.arnpurng Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Bedta Daerah Tahun 2021 Nomor
s9);

29. Peraturan Gubernur la.mpung Nomor 64 Tahun 2O2l
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Lampung Nomr:r 48 Tahun 2020 tentarrg Perubahan Atas
Peraturan Gubernur lampung Nomor 79 Tahun 2018
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
lampung (Berita l)aerah Tahun 2021 Nomor 641;

Rencana aksi pencegahan Korupsi Terintegrasi Program
Monitoing Centre For Preuention (MCP) Komisi Pemberantasan
Korupsi Tahun 2021 terkait dengan Regulasi Tambahan
Penghasilan Pegawai Khustrs Unit Keq'a Pengadaan dan Barang
Jasa;

MEMUTUSKAIT:

PERATT'RAIT GT'BERIYI'R TENTA"ITG PEMBERIAIT TAMBAHAN
PEIYGHASEAI{ PEGAWAI APARATUR SIPIL ITPGARA
DI LII|GKUNGAN PEMERINTAH PROVITSI LIIMPTII{G.

Menetapkan

Memperhatikan 

Menetapkan 

20. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem 
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor210); 

23. Peraturan Kepala Eadan Kepegawaian Negara Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil; 

24. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan 
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 845); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 4 Tahun 2019 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 491); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5); 

27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung 
Nomor 7 Tahun 2015 tentang, Pedoman Kode Etik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung 
(Berita Daerah Prov.nsi Lampung Tahun 2021 Nomor 49); 

28. Peraturan Gubernur Larpung Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 
59); 

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Lampung (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 64j; 

Rencana aksi pencegahan Korupsi Terintegrasi Program 
Monitoring Centre For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2021 terkait dengan Regulasi Tambahan 
Penghasilan Pegawai Khusus Unit Kerja Pengadaan dan Barang 
Jasa; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. 



BAB I
KETENTUAJ{ ITUUM

Pnsal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dinraksucl d,:ngan:
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintahan Daerah adelah pen) elerrBgaraan urusan pemerintahan oleh
Pernerintah Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tuga.s pembantuan clengajl prinsip otonomi seluas luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar l{egara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan u rusarl pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

5. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung -yang selanjutnya disebut Sekretaris
Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi lampung.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Prov:rrsi dalarn penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangarn laerah provinsi.

7. Pejabat yang Berwenang selanju I nva rlisebut PyB adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanaka.n proses pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai AparatLrr Sipil Negara sesuai dengan ketentuan
peral.uran perundang- undangan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjur.nya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pernerintah dengan perjanjian keq'a yang
bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan pery'anjian kerja yang
diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundarrg-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanj utnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia y.rng memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pelabat Pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pegawai Pemerintah dengan Pe{anj ian Kerja yarg selanjutnya disebut PPPK
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan pe{anjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalarn rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

12. Calorr Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Dae:all Provinsi Lampung yang
selanjutnya disebut CPNS adalahCa.lon l'egawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi t^ampu ng.

13. Jabatan adalah kedudukan yang rrrenunjukkan fungsi, tugas dan
tanggungjawab, wewenang dan hali seorang pegawai Aparatur Sipil dalam
suatLl satuan organisasi.

14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanj u tnya disingkat JPT adalah sekelompok
jabatan tinggr pada instansi pernerintal-r.

15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang rnenduduki JPT.

BAB I 
KETENTUAN IJMUM 

Pnsal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang diraaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Lampung. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas 
ot:onomi dan tugas pembantuan engan prinsip otonomi seluas luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Gubemur adalah Gubemur Lampung. 
3ekretaris Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Sekretaris 
Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan laerah provinsi. 
Pejabat yang Berwenang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan 
da.n pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Aparatur Sipil Negara yang selanjunya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan µerjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yarg selanjutnya disebut PPPK 
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 
Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daeah Provinsi Lampung yang 
selanjutnya disebut CPNS adalahCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung. 
Jabatan adalah kedudukan 
tanggungjawab, wewenang da.n 
suatu satuan organisasi. 
Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah 
jabatan tingg pada instansi pemerintah. 
Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT. 

sekelompok 

yang menun_jukkan fungsi, tugas dan 
hak seorang pegawai Aparatur Sipil dalam 



16. Jabatan Administrasi yang selanjutnj,a 6'" rr*Uat JA adalah sekeiompok
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

17. Pejabat Adminisrasi adalah PNS yang menduduki JA pada instansi
pemerintah.

18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya ri isirrgkat JF adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keteraml:ilarr tertentu.

19. Pejabat Fungsional adalah PNS y;rng rnenduduki Jabatan Fungsional pada
instarrsi pemerintah.

20. Informasi Jabatan adalah hasil arralisis jabatan yang berupa uraian jabatan
dan peta jabatan.

21 . U raian jabatan adatah u raian tentang hasil analisis jabatan yang berisi
informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar
jabatan, uraian tugas, beban }ierja, perangkat ke{a, hasil kerja,
tanggungiawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi
jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko kerja, syarat jabatan dan informasi
jabatan lainnya.

22. Peta Jabatan adalah susunan jabata.n yang digambarkan secara vertikal
maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungiawab
jabatan serta persyaratar jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh
jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit ke{t'a.

23. Nilai Jabatan ada-lah nilai komulatif dari l'aktor yang mempengaruhi tinggi
rendahnya j enj ang j abatan berdasarkan in formasi jabatan.

24. Kelas Jabatan (Cra.ding) adalah klasifikasi jabatrn dalam satuan organisasi
yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai
dasar pemberian besaran Tunjangarr kineda.

25. Pengelolaan Keuangan Daerah lrang,i selanjutnya disebut pKD adalah
keseluruhankegiatan yang meliputi pere nr:anaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertarrg,3ungiawaban dan pengawasan keuangan
daerah.

'26. Kepala Sekolah adalah Guru vang ,iibe:i tugas taml>ahan unl:uk memimpin
Sekolah menengah meliputi Sekrilah I\{e.engah Atas Negeri, Sekoiah
Menengah Kejuruan Negeri dan Sekoiah l-uar Biase..

27. Penga-v;as Sekolah adalah guru yalrg <liangkat dalam jabatan pengawas
sekolah meliputi sekolah Menengah Atas lyegeri, Sekolah Menengah Kejlruan
Negeri dan Sekc.rlah Luar Biasa.

28. Tambatran Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, londisi tlrya aa., pertimbangan
objektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan peiawai triegeri sipit di
lingkungan Pemerintah provinsi Lampung.

29. Kinerja adalah hasil_kerja yang dicapai oleh setiap pNS pada organisasi/unit
kerja sesuai dengan Sasaran Keda pegawar dan perilaku ierja.

30. Hari Keq'a adalah hari yang dipergunakan untuk menjalankan tugas pokokdan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik
maupun pelayanan aparatu r.

31. Hadir kery'a adalah kealaan masuk- kerja pada hari kerja dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.

16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekeiompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

17. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki JA pada instansi 
pemerintah. 

18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

19. Pejabat Fungsional adalah PNS yang tenduduki Jabatan Fungsional pada 
instansi pemerintah. 

20. Jnformasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan 
dan peta jabatan. 

21. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi 
informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar 
jabatan, uraian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, 
tanggungjawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi 
jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko kerja, syarat jabatan dan informasi 
jabatan lainnya. 

22. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal 
maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab 
jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh 
jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 

23. Nilai Jabatan adalah nilai komulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi 
rendahnyajenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan. 

24. Kelas Jabatan (Grading) adalah klasifikasi jabat.n dalam satuan organisasi 
yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai 
dasar pemberian besaran Tunjangan kinerja. 

25. Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PKO adalah 
keselurunankegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 
daerah. 

26. Kepala Sekolah adalah Guru yang dibei tugas tambahan untuk memimpin 
Sekolah menengah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri dan Sekoiah Luar Biase. 

27. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas 
sekolah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri dan Sekolah Luar Biasa. 

28. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kondisi kerja clan pertimbangan 
objektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

29. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit 
kerja sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja. 

30. Hari Kerja adalah hari yang dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok 
dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik 
maupun pelayanan aparatur. 

31. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pacla hari kerja dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan. 



32. Jam Ke4'a adalah rentang w'ak tu )ang dipergunaka.n Pegawai untuk
melaksanakan tugas dan bekerja di kantor termasuk waktu istirahat
sebagaimana telah ditentu Kan dalarrr peraturan pemndang-undangan.

33. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjr.rtnva disingkat SKP adirlatr rencana kerja
dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap
tahun.

34. Perilaku Ke{a Pegawai yarrg selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah
laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau yang
melakukan sesuatu yang seharusnl'a dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

35. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan
kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir
bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tambahan
penghasilan.

36. lzin adalah kondisi PNSdan CPNS yang tidak masuk kerja karena alasan
keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.

37. Tanpa Keterangan adalah konsisi PNSdan CPNS yang tidak masuk ke{a tanpa
memberikan alasan yang sah.

38. Terlambat masuk bekeqja adalatr kondisi PNSdan CPNS yang melakukan
pengisian Daftar Hadir Elektronil</rnan rral tidal< sesuai derrgan ketentuan jam
masuk beke{a yang telah ditentuka:n-

39 Pulang lebih awal adalah kondisi F'NS drrn CPNS ya:rg melakukan Daftar Hadir
Elektronik tidak sesuai dengan ketr:nl.u an jam pulang bekerja yang telah
ditentukan.

40. Alasan yang sah adalah alasan _varrg dapat dipertanggungiawabkan dan
disampaikan secara tertulis dalaln 'rentuk surat permohcnan serta disetujui
atasan langsung.

4 1 . Daftar Hadir Elektronik atau F in.ge:int adatah aplikasi atau alatyang
digunakan untuk pengisian daftar tradir oleh pegawai sebagai absensi yang
mengleasilkan data kehadiran yang cukup lengkap.

42. Telepon seluler atau handpttone adr ah perangkat telekomunikasi elektronik
yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional
saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan memiliki jaringan
internet.

43. Pe{alanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan pe{'alanan kedinasan
baik didalam daerah maupun diluar daerah.

44. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar ketentuan disiplin PNS.

45. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsurng dari tugas
dan fungsi perangkat daerah serta tuBas tambahan adalah tugas yang tidak
tersebut dalam rincian tugas tetapi merrbenkan manfaat bagi perangkat
daerah/unit ke{a.

46. Pejabat Penanggungiawab adalah Kepala l)erangkat Daerah selalu Pengguna
Anggaran.

47. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuarr
serendah-rendahnya Pejabat Pengaluas (Eselon IV) atau pejabat lain yang
ditentukan sesuai ketentuan peratu ran peru ndang-undangan.

48. Koefisien Penyeimbang adalah penga-li yang digunakarr untuk rnencari
keseimbangan perbandingan tambah:rn penghasilan pegawai.

32. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk 
melaksanakan tugas dan bekerja di kantor termasuk waktu istirahat 
sebagaimana telah ditentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

33. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja 
dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap 
tahun. 

34. Perilaku Keria Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah 
laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau yang 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

35. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan 
kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir 
bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tambahan 
penghasilan. 

36. Izin adalah kondisi PNSdan CPNS yang tidak masuk kerja karena alasan 
keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung. 

37. Tanpa Keterangan adalah konsisi PNSdan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa 
memberikan alasan yang sah. 

38. Terlambat masuk bekerja adalah kondisi PNSdan CPNS yang melakukan 
pengisian Daftar Hadir Elektronik/manual tidak sesuai dengan ketentuan jam 
masuk bekerja yang telah ditentukan. 

39 Pulang lebih awal adalah kondisi FNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir 
Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja yang telah 
ditentukan. 

40. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
disampaikan secara tertulis dalam entuk surat permohonan serta disetujui 
atasan langsung. 

41. Daftar Hadir Elektronik atau Fingerprint adalah aplikasi atau alatyang 
digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh pegawai sebagai absensi yang 
menghasilkan data kehadiran yang cukup lengkap. 

42. Telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik 
yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional 
saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan memiliki jaringan 
internet. 

43. Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan perjalanan kedinasan 
baik didalam daerah maupun diluar daerah. 

44. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena 
melanggar ketentuan disiplin PNS. 

45. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas 
dan fungsi perangkat daerah serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak 
tersebut dalam rincian tugas tetapi membenikan manfaat bagi perangkat 
daerah/unit kerja. 

46. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna 
Anggaran. 

47. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan 
serendah-rendahnya Pejabat Pengawas (Eselon IV) atau pejabat lain yang 
ditentukar. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

48. Koefisien Penyeimbang adalah pengali yang digunakan untuk mencari 
keseimbangan perbandingan tambahan penghasilan pegawai. 



49. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk
untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang
bersangku tan berhalangan tetap.

50. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang
kepada Pegawai untuk mengikuti pr:ndidikan lanjutan dan/atau pendidikan
keterampilan baik di dalam maupun (li luar negeri dalam jangka waktu
tertentu ya.ng pembiayaar-r studinyer diberikan oleh lembaga/ Negara yang
mendanai pelaksanaan tugas belajar darr tidak mengikat kecuali pendidikan
kedinasan.

51. PNS wajib lapor LHKPN adalah PNS} :/ang ditetapkan diwajibkan
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pertyeienggara Negara kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik lndonesia.

52. Perlimbangan objektif lainnyer adalair Perrberian Insentif ASN atas
Pernungutan Pajak Daerah, Retribur;i Daerah, tlelanja Jasa Pelayanan
Kesehatan bagi ASN, Belanja Hontrlarium tlan Belanja Jasa Pengeloiaan Badan
Milil< Daerah.

53. Anggaran Pendapatan dan Llelanja Daerah selanj u tnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah yarrg dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Peru'akilan Rakyat Daerah, ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

54. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan jabatan
administrasi yang diberikzrn tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam s',uatu satuan kerja sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata keq'a
instansi.

55. Sub Koordinator adalah pejabat lirngsional Ahli Muda hasil penyetaraan
jabatan administrasi yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan ke{a
sebagaimana diatur peraturan perundang- unda ngan tentang organisasi dan
tata kerja instansi.

Pagal 2

(1) Pemberian TPI' dimaksudkan dalam larrgka memotivasi Pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya par:a perangkat daerah/unit kerja.

(2) Pemberian TPP bertujuan untuk mernerruhi kehicluparr layak dan meningkatkan
kineda Pegarvai ASN pada perangkat daerah/unil kerja.

BAB II
IIARI DAII JAM NERJA

Pasal 3

(1) Ketentuan waktu kerja Pegawai:
a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, waktu keq'a dimulai dari Pukul 07.30

WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB; de-rr

b. Hari Jumht, waktu ke4'a dimulai dari Pukul 07.30 sampai dengan Pukul
16.00 wrB.

(2) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dirrraksud pada ayat (1)
dikecualikan pada bulan Suci Ramadhan (Puasa), yang akan diatur lebih lanjut
dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangart.

(3) Ketentuan waktu keda dan waktu perel<aman alat/mesin khusus untuk
perangkat daera-h pelayanan publik yang menerapkan sistem Sfuef atau
penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah,
dengan ketentuan jumlah jam keg'a tidak boleh kurang dari 7,5 (tujuh koma
lima) jam dalam I (satu) hari dan/atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam
dalam satu minggu kerja.

49. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disi.ngkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk 
untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang 
bersangkutan berhalangan tetap. 

50. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang 
kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan 
keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu 
tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang 
mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak rnengikat kecuali pendidikan 
kedinasan. 

51. PNS wajib lapor LHKPN adalah PNS yang ditetapkan diwajibkan 
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyel.enggara Negara kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 

52. Pertimbangan objektif lainnya adalah Pemberian Insentif ASN atas 
Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Jasa Pelayanan 
Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Pengelolaan Badan 
Milik Daerah. 

53. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan clengan 
Pera tu ran Daerah. 

54. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya basil penyetaraan jabatan 
administrasi yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan 
kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur 
dalarn peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja 
instansi. 

55. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan 
jabatan administrasi yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta 
pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalarn suatu satuan kerja 
sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan 
tata kerja instansi. 

Pasal 2 
(1) Pemberian TPP dimaksudkan dalam rangka memotivasi Pegawai ASN dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya paca perangkat daerah/unit kerja. 
(2) Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan 

kinerja Pegawai ASN pada perangkat daerah/unit kerja. 
BAB II 

HARI DAN JAM KERJA 
Pasal 3 

(1) Ketentuan waktu kerja Pegawai: 
a. Hari Senin sampai dengan hari Karnis, waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 

WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB; den 
b. Hari Jum'at, waktu kerja dirnulai da:ri Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 

16.00 WIB. 
(2) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan pada bulan Suci Ramadhan (Puasa), yang akan diatur lebih lanjut 
dengan berpedornan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan waktu kerja dan waktu perekaman alat/mesin khusus untuk 
perangkat daerah pelayanan publik yang menerapkan sistem Shiefi atau 
penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah, 
dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang drui 7,5 (tujuh koma 
lima) jam dalam 1 (satu) hari dan/atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam 
dalam satu minggu kerja. 



BAB III
PERHITUTGAN BESARAI{ TAMBAIIAI{ PEIGI{ASILAN

Pasal 5

(1) Penetapan Besaran
parameter:

Tambahan Penghasilan Pegawar didasarkan pada

a. Kelas Jabatan;
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dtrrr
d. Indeks Penyelenggaraan Pernerintl.h Da.erzth.

(2) Besaran Basic Tam bahan Penghasilart Pt:gitwai, tneng,gun.akare rumus:
(Besaran Tun iangan Kinerja tsadan l)em cril<sa Keuanllan per-kelas Jabatan
sesuai peraturan perundang-undangarr) x (lndeks Kapasitas Fiskal Daerah) x
(lndeks Kemahalan Konstruksi) x (lnde:ks Pe nyelenggaraan Pemerintah Daerah).

(3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan berdasarkan
Beban l(e{a dan Kondisi Kerja sesuai dengan kelas jabatan pada perangkat
daerah sebagaimana tercantum dalarr. l,ampiran I, l,ampiran la, Lampiran Ib
dan Lampiran lc rnerupal.an bagian -yang l:idak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 6

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai ASN,
berdasarkan indikator:
a. daftar kehadiran, dengan bobot 4oolo (empat puluh per seratus); dan
b. capaian kine{adenganbobot 600lo lenam puluh per seratus}.

Pasal 7
(l) Selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan, Pegawai ASN

diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
(2) CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80o/o (delapan puluh persen)

dari besaran tambahan penghasilan pada -iabatan dan kelas jabatan yang sama
di unit kerjanya.

(3) Perhitungan dan contoh perhitung.arr pemberian tambahaa penghasilan
berdasarkan tingkat kehadiran keria rlal capaian kinerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il dan Lampirei:n lll Peratrrran Gubernur ini.

BAA TV

PEITYUSInTAN SASARAIS II(ER^'A PFIiAWAI

Pasal I
(1) Setiap Pegawai ASN wajib membuat Sasaran Keda Pegawai (SKP).

(2) Sasaran Ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri dari Sasaran Kerl'a
Tahunan dan Sasaran Kerja Bulanan.

Pasal 4
(1 ) TPP dibayarkan berdasarkarr Beban Kt:r'ja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan

Objektif Lainn3'a sesuai dengan pengajua-r TPP pada Situs Sistem Informasi
Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), diberikan kepada Pegawai
ASN sesuai kemampuan melal<sanakan tttg:ts dar^ capaian tugas berdasarkan
atas Kuantitas, Kualitas, Waktu dan Biaya

(3) Pemberian TPP kepada Pegavuai ASN memperhatikan tingkat kehadiran yang
dilakukan atasan, rclasi sejawat dan barvahan berdasarkan Otoritas, Pelayanan,
Integritas, Komitmen, Disiplin dan l(erjar';ama.

Pasal 4 
(1) TPP dibayarkan berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan 

Objektif Lainnya sesuai dengan pengajuan TPP pada Situs Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diberikan kepada Pegawai 
ASN sesuai kemampuan melaksanakan tugas dan capaian tugas berdasarkan 
atas Kuantitas, Kualitas, Waktu dan Biaya 

(3) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN memperhatikan tingkat kehadiran yang 
dilakukan atasan, relasi sejawat dan bawahan berdasarkan Otoritas, Pelayanan, 
lntegritas, Komitmen, Disiplin dan Kerjasama. 

BAB III 
PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 5 

(1) Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan pada 
parameter: 
a. Kelas Jabatan; 
b. lndeks Kapasitas Fiskal Daerah; 
c. lndeks Kemahalan Konstruksi; dam 
d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(2) Besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawait, menggunakan rumus: 
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangen per-kelas Jabatan 
sesuai peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x 
(Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). 

(3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan berdasarkan 
Beban Kerja dan Kondisi Kerja sesuai dengan kelas jabatan pada perangkat 
daerah sebagaimana tercantum dalarr:. Lampiran 1, Lampiran la, Lampiran Ib 
dan Lampiran le rnerupakan bagia.n yang t:idak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 6 
Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai ASN, 
berdasarkan indikator: 
a. daftar kehadiran, dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan 
b. capaian kinerjadenganbobot 60% (enam puluh per seratus). 

Pasal 7 
(1) Selain penghasilan menurut pera.turan perundang-undangan, Pegawai ASN 

diberikan tambahan penghasilan setiap bulan. 
(2) CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) 

dari besaran tambahan penghasilan pada jabatan dan kelas jabatan yang sama 
di unit kerjanya. 

(3) Perhitungan dan contoh perhitungan pemberian tambahan penghasilan 
berdasarkan tingkat kehadiran kerja dan capaian kinerja sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II dan Lampinm Ill Peraturan Gubernur ini. 

BAB IV 
PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI 

Pasal 8 

(1) Setiap Pegawai ASN wajib membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP). 
(2) Sasaran Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sasaran Kerja 

Tahunan dan Sasaran Kerja Bulanan. 



Pacel 9

Penyusunan SKP Tahunan dengan ketentuan:
a. disusun pada awal tahun be{aian yang memuat uraian tugas jabatan, jumlah

target setiap uraian tugas jabatan dan .iumlah target keseluruhan untuk satu
tahun sesuai dengan jabatan yang diemban Pegarvai ASN;

b. mendapat persetujuan dari Pejabat Penilail dan

c. format SKP Tahurran sebagaimana dilaksanakan berdasarkan peraturan
peru ndang-undangan yang berlaku.

BAB V
PER.EKAilAI{ DA,r"TAR. KEIIADIRIIIT

Pagal 1O

(1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan perekaman kehadiran melalui Portal
Sistem Absensi Online (fingerprbi) dan/at-at Absensi berbasis aplikasi.

(2) Perekaman kehadiran dilakukan derrgatr sidik jari atau lainnya sesuai
peratu ran perutrdang-undangan.

(3) Perekaman kehadiran pada saat apol/ upacara dilakukan di lapangan dan
apabila belurn memungkinkan dapat dilakukan dengan sistem manual.

(4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), wajib dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk keda clan pulang keia.

(5) Apabila aplikasi kehadiran/absensi tidak dapat Cipergunakan karena alasan
teknis, maka kepala perangkat daerah/unit kerja membuat berita acara
kendala teknis dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis/manual.

(6) Apabila Unit Ke{a pada Perangkat Daerah tidak memiliki Perangkat Aplikasi
Kehadiran dan tidak memiliki jaringan intenret maka Kepala Perangkat
Daerah/unit keda membuat daftar htrdir pegawai secara manual.

Pasel 11

(1) Pegawai .yang melaksanakan tutir{s l<husus sehingga tidak melakukan
perekaman kehadiran tetap dianggap hadir.

(2) Pegawai yang tidak melakukan per,:-.l.la m.arL k:hadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dibuktikan deng;ur lJurar Penntah Tugas.

BAII VI
PENILAIAIT PERILN(U KER^'A DAIT PEITTTUSIINAIT LAPORAN KINERJA

PEGAWAI

Baglan Kesatu
Penllalen Perllaku KerJa Pegawal

Paral 12

(t) Nilai Kine{a Pegawai ASN diberikan sebesar 1007o (seratus persen) dan akan
dilakukan pengurangan apabila melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Pelanggaran disiplin sebagairnana dimaksud pada ayat (1), adatah:
a. tidak mengikuti apel setiap hari senin, dan tidak mengikuti upacara hari

besar/tertentu;
b. terlambat masuk kerja dan atau pulang sebelum waktunya;
c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan
d. tidak mengenakan pakaian dinas yang ditentukan.

Pasal 9 

Penyusunan SKP Tahu nan dengan ketentuan: 
a. disusun pada awal tahun berjalan yang memuat uraian tugas jabatan, jumlah 

target setiap uraian tugas jabatan dan jumlah target keseluruhan untuk satu 
tahun sesuai dengan jabatan yang diemban Pegawai ASN; 

b. mendapat persetujuan dari Pejabat Penilai; dan 
c. format SKP Tahunan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 
PEREKAMAN DAFTAR KEHADIRAAN 

Pasal 10 

(1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan perekaman kehadiran melalui Portal 
Sistem Absensi Online (fingerprint) dan/ataa Absensi berbasis aplikasi. 

(2) Perekaman kehadiran dilakukan dengan sidik jari atau lainnya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Perekaman kehadiran pada saat apel/upacara dilakukan di lapangan dan 
apabila belurn memungkinkan dapat dilakukan dengan sistem manual. 

(4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), wajib dilakukan 
sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pulang kerja. 

(5) Apabila aplikasi kehadiran/absensi tidak dapat dipergunakan karena alasan 
teknis, maka kepala perangkat daerah/unit kerja membuat berita acara 
kendala teknis dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis/manual. 

(6) Apabila Unit Kerja pada Perangkat Daerah tidak memiliki Perangkat Aplikasi 
Kehadiran dan tidak memiliki jaringan internet maka Kepala Perangkat 
Daerah/unit kerja membuat daftar hadir pegawai secara manual. 

Pasal 11 
(1) Pegawai yang melaksanakan tugas khusus sehingga tidak rnelakukan 

perekaman kehadiran tetap dianggap hadir. 
(2) Pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas. 

BAI VI 
PENILAIAN PERILAKU KERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 

PEGAWA 

Bagian Kesatu 
Penilaian Perilaku Kerja Pegawai 

Pasal 12 
(1) Nilai Kinerja Pegawai ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dan akan 

dilakukan pengurangan apabila melakukan pelangga.ran disiplin. 
(2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 

a. tidak mengikuti ape! setiap hari senin, dan tidak mengikuti upacara hari 
besar/tertentu; 

b. terlambat masuk kerja dan atau pulan.g sebelum waktunya; 
c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan 
d. tidak mengenakan pakaian dinas yang ditentukan.. 



(3) Besaran pengurangan setiap jenis nriai disiplin kerja dengan besaran
sebagaimana tercantum dalam l,ampiriur VI sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernul ini.

(a) Nilai Perilaku Keda Pegawai tidak dikurangi bagi yang tidak masuk kerja derrgan
alasan sakit yang diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan
komulatif yang dibuktikan dengarr r-loku rnen sah dan diketahui oleh atasan
langsung.

(5) Nilai Perilaku Kerja Pegawai karena rnenderita sakit tetap yang berpengaruh
terhadap aktivitas kerja, tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan
sampai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 507o
(lima puiuh persen) dari tambahan penghasilan.

Baglan Kedua
Penyurunan Laporan Klneda Pegaral

Paral 13

Setiap Pegawai ASN wajib membuat LKP bulanan xcara online atau manual dengan
ketentuan:
a. disusun pada awal bulan berikutnya dari bulan yarrg dilaporkan;

b. membuat uraian tugas jabatan, jumlah target kineria, realisasi target kineqla
dan persentam realisasi kineqia;

c. presentase realisasi kineqa adala} pe rban,r.lingan dari rea-lisasi target kinerja
dengan target kinerja yang telah ditelapki;:n;

d. rent.urg/-iaiak nilai persentase Realisarsi l(ineda Pegau'ai paling tinggi 20 (dua
puluh) dari nilai persentase Perilaku l(erjrr. Pegawai;

e. mendapat persetujuan dari Pejatrat I'errilai;
f. format LKP Bulanan sebagaimana l-crcantum dalarn Larnpiran V sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peratur:rn Ciubenrur ini.

Pacal 1zl

(1) LKP Bulanan Pegawai ASN yang sudah men(lapat penilaian dari atasan langsung
tetapi pegawai yang dinilai tidak setuju dengan hasil penilaian, maka pegawai
yang dinilai dapat melakukan banding ke atasan Pejabat Penilai.

(2) Atasan banding melakukan mediasi dan selanjutnya mengambil keputusan
memberikan persetuj uan Laporan Kirrerja Pe gawai.

Palal 15
(l) Plt. diberikan TPP yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu)

bulan kalender.

(2) Plt. sebagaimana dimaksud padaayat (1), yaitu:
a. bagi Pejabat struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratarna ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

b. bagi PNS atau Pejabat struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas
Jabatan Administrator atau Pengaw:trri ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang.

(3) Ketentuan mengenai TPP PNS tambahan:
a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung )'ang merangkap sebagai

Plt. menerima TPP ditambah 2Oo/o (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan
sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnl'a;

b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatzrn lain menerima TPP yang lebih
tinggi ditambab 2Oo/o (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada
jabatan Cefinitif atau jabatan yang dirangkapnya;

(3) Besaran pengurangan setiap jenis milai 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(4) Nilai Perilaku Kerja Pegawai tidak dikurangi bagi yang tidak masuk kerja dengan 
alasan sakit yang diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan 
komulatif yang dibuktikan dengan dokumen sah dan diketahui oleh atasan 
langsung. 

(5) Nilai Perilaku Kerja Pegawai karena rnenderita sakit tetap yang berpcngaruh 
terhadap aktivitas kerja, tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan 
sampai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 50% 
(lima puluh persen) dari tambahan penghasilan. 

Bagian Kedua 
Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai 

Pasal 13 

Setiap Pegawai ASN wajib membuat LKP bulanan secara online atau manual dengan 
ketentuan: 
a. disusun pada awal bu Ian berikutnya dari bu Ian yang dilaporkan; 
b. membuat uraian tugas jabatan, jumlah target kinerja, realisasi target kinerja 

dan persentase realisasi kinerja; 
c. presentase realisasi kinerja adalah perbandingan dari realisasi target kinerja 

dengan target kinerja yang telah ditetapke.n; 
d. rentang/jarak nilai persentase Realisasi Kinerja Pegawai paling tinggi 20 (dua 

puluh) dari nilai persentase Perilaku Kerja Fegawai; 
e. mendapat persetujuan dari Pejabat Penilai; 
f. format LKP Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini 

Pasal 144 
(I) LKP Bulanan Pegawai ASN yang sudah mendapat penilaian dari atasan langsung 

tetapi pegawai yang dinilai tidak setuju dengan hasil penilaian, maka pegawai 
yang dinilai dapat melakukan banding ke atasan Pejabat Penilai. 

(2) Atasan banding melakukan mediasi dan selanjutnya mengambil keputusan 
memberikan persetujuan Laporan Kinerja Pegawai. 

Pasal 15 
(1) Plt. diberikan TPP yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) 

bulan kalender. 
(2) PIt. sebagaimana dimaksud padaayat (l), yaitu: 

a. bagi Pejabat struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Togas Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan 

b. bagi PNS atau Pejabat struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas 
Jabatan Administrator atau Pengawas ditetapkan oleh Pejabat yang 
Berwenang. 

(3) Ketentuan mengenai TPp PNS tambahan: 
a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai 

Plt. menerima TPP ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan 
sebagai Plt. padajabatan yang dirangkapnya; 

b. pejabat setingkat yang merangkap PIt. jabatan lain menerima TPP yang Iebih 
tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada 
jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; 

disiplin kerja dengan besaran 
VI sebagai bagian yang tidak 



c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang
merangkap sebagai Plt. menerima 'lPP pada jab,atan yang tertinggi; dan

d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap ),ang
merangkap sebagai Plt. menerima TPP pa.da jabatan yang dirangkapnya dan
tidak menerima tambahan penghasi)an pada jabata.n definitif; dan

e. TPP tanrbahan bagi Pegawai yarlg tnerangkap sebagai Plt. dibayarkan
terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

Paral 16

TPP tidak diberikan kepada:
a. Pegawa.i ASN vang dipeke{akan atau yang diperbantukan kepada instansi lain;

b. Pegawai ASN titipan yang bertugas di luar perangkat daerah Provinsi La.rr,pung;

c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementale. l<arr:na ditahan oleh pihak berwajib
karena rrienjadi tersangka tindak pidanzr :nmpai putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrucllt):

d. Pegawai ASN yang diberhentikan dan seilang mengajukan banding administratif
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di
Pengadilan Tata U saha Negara;

e. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara,
dan cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya; dan

f. Pegawai ASN wajib lapor LHKPN dan Lidak menyampaikan LHKPN sesuai
sampai batas waktu yang ditentukan.

g. Pegawai ASN yang alih tugas/mutasi dari luar ?emerintah Provinsi l,ampung
sampai dengan 6 (enam) bulan terhitunq mulai tanggal melaksanakan tugas;
dan

h. Pegawai ASN vang alih tugas/mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi yang
anggarannya tidak tersedia pada Perangkat Daerah tujuan.

BAB VII
PEI{GELOLAAN PET{GADMII{ISTRASIAN, MOI{ITORII{G DAIT Ef,/ALUASI

Bagian Kesatu
Pengelolaan dan Pengadministraslan

Pass l 17

( 1) Pengelolaan data TPP -vaitu data manual maupun data elektronik pada
perangkat daerah diiaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani
urusan kepegawaian.

(2) Kepala Perangkat Daeratr menunjuk operator aplikasi daftar hadir elektronik
dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Operator aplikasi daftar hadir elektronik pada peranBkat daerah mempunyai
tugas:
a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah

tugas atau surat-surat lainnya sebagai bahan perhitungan TPP;

b. mencetak daftar hadir elektronik masing-masing Pegawai ASN dan Laporan
Summary tunjangan bulanan perangkat daerah dari aplikasi absensi Online
untuk kemudian disampaikan kepada anggota pengadministrasian TPP; dan

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang 
merangkap sebagai Plt. menerima TPP padajabatan yang tertinggi; dan 

d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang 
merangkap sebagai PIt. menerima TP pada jabatan yang dirangkapnya dan 
tidak menerima tambahan penghasilan pada jabatan definitif; dan 

e. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pit. dibaya.rkan 
terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pit. 

Pasal 16 

TPP tidak diberikan kepada: 
a. Pegawai ASN yang dipekerjakan a.tau yang diperbantukan kepada instansi lain; 
b. Pegawai ASN titipan yang bertugas di luar perangkat daerah Provinsi Lampung; 
c. Pegawai ASN yang diberhentikan sement:arn. karena ditahan oleh piha.k berwajib 

karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap {inkracht); 

d. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif 
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di 
Pengadilan Tata Usaha Negara; 

e. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, 
dan cuti melahirkan ana.k keempat dan seterusnya; dan 

f. Pegawai ASN wajib lapor LHKPN dan tidak menyampaikan LHKPN sesuai 
sampai batas waktu yang ditentukan. 

g. Pegawai ASN yang alih tugas/mutasi dari luar emerintah Provinsi Lampung 
sampai dengan 6 {enam) bulan terhitung mulai tanggal mela.ksana.kan tugas; 
dan 

h. Pegawai ASN yang alih tugas/mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi yang 
anggarannya tidak tersedia pada Pera.ngkat Daerah tujuan. 

BAB VII 
PENGELOLAAN PENGADMINISTRASIAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan dan Pengadministrasian 

Pasal 17 
(1) Pengelolaan data TPP yaitu data mnanual maupun data elektronik pada 

perangkat daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani 
urusan kepegawaian. 

(2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk operator aplikasi daftar hadir elektronik 
dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan. 

Pasal 18 
Operator aplikasi daftar hadir elektronik pada perangkat daerah mempunyai 
tugas: 
a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah 

tugas atau surat-surat lainnya sebagai bahan perhitungan TPP; 
b. mencetak daftar hadir elektronik masing-masing Pegawai ASN dan Laporan 

Summary tunjangan bulanan perangkat daerah dari aplikasi absensi Online 
untuk kemudian disampaikan kepada anggota pengadministrasian TPP; dan 



nrengkonlirmasi pegawai yang tidak meialiL.kan dal'tar hadir elektronik karena
alasan kedinasan -

Paeal 19

Pengadministra.sian TPP mempunyai tugas:
a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh SKP Bulanan, LKP Bulanan, dan

Rekapitulasi LKP tsulanan, sebagai dasar perhilungan TPP;

b. membuat rekapitulasi Absensi dan Capaian Kine{a Pegawai dan I-aporan
Kine{a Pegawai Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V
merupakan bagian yang tidak terpisahl<an dari Peraturan Gubemur ini;

c. rremverifikasi SKP Bulanan, LKP Bulanan dan Rekapitr-rlasi LKP Bulanan
sebagaimana dimaksud pada huruf a. adalah dengan memeriksa data yang
terdapat dalam laporan dengan bulcti atau dokumen pendukung;

d. menerima data laporan kehadiran pegawai dan Iaporan Summary Tunjangan
Bulanan dari petugas operator daftar hadir elektronik sebagai dasar
perhitungan TPP;

e. menyusun Daftar Pembayar€rn TPP atau amprah TPP dan mendapat
persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;

f. mengajukan Surat Perintah Memha.yar TPP ke Badan Pengelolaan
Keuangandan Aset Daerah untuk diproses lebih lanjut; dan

g. rnelakukan pembayaran TPP kepadir setilrp pegawai.

Baglan Kedlua
Tlm Monltorlrrg dan Evaluari

Pasrrl 2O

(1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dilaksanakan oleh masing-masing perarrgkat daerah/unit kerja.

(2) Hasilmonitoring dan evaluasi sebagainrana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Cubemur melalui Sekretaris DeLerah.

(3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksan akan melalui
pengawasan melekat dan pengaw'asan fungsional.

(4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan atasan langsurrg secara berjenjang
wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan
setiap bulan kepada masing-masing Pegawai ASN.

Pasl 21
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan
penghasilan dilakukan sesuai mekanisme pertanggungiawaban APBD.

BAB VIII
PEMBAYARAI| D.AIT PAJAI(

Baglan Keaatu
Pembavaro.n

Ptarp.l22

( 1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Peratriran Cubernur ini
dibayarkan terhitung sejak bulan Januai 2022.

(2) Khusus pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Desember setiap tahun
anggaran dibayarkan secara penuh pada btrlan Desember, capaian kineg'a dan
kehadirannya d iperhitu n gkan pada lru I an Jai.nuari tahun berikutnya.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan dapat dipertirnbangkan kembali sesuai
kemampuan keuangan daeratr.

oc. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melaltkan daftar hadir elektronik karena 
alasan kedinasan. 

Pasal 19 
Pengadministrasian TPP mempunyai tugas: 
a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh SKP Bulanan, LKP Bula.nan, dan 

Rekapitulasi LKP Bulanan, sebagai dasar perhitungan TPP; 
b. membuat rekapitulasi Absensi dan Capaian Kinerja Pegawai dan Laporan 

Kinerja Pegawai Bulanan sebagaimana tercantum dalarn Lampiran IV dan V 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 

c. ;nemverifikasi SKP Bulanan, LKP Bulanan dan Rekapitulasi LKP Bulanan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dengan memeriksa data yang 
terdapat dalam laporan dengan bukti atau dokumen pendukung; 

d. menerima data laporan kehadiran pegawai dan Laporan Summar Tunjangan 
Bula.nan dari petugas operator daftar hadir elektronik sebagai dasar 
perhitungan TPP; 

e. menyusun Daftar Pembayaran TPP atau amprah TPP dan mendapat 
persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah; 

f. mengajukan Surat Perintah Membnyar TPp ke Badan Pengelolaan 
Keuangandan Aset Daerah untuk diproses lebih lanjut; dan 

g. melakukan pembayaran TPP kepada setiap pegawai. 

Bagian KeCua 
Tim Monitoring dan Evaluasi 

PasaI 20 
( 1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubemur ini 

dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah/ unit kerja. 
(2) Hasilmonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 

kepada Gubemur rnelalui Sekretaris Daerah. 
(3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui 

pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. 
(4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang 

wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan 
setiap bulan kepada masing-masing Pegawai ASN. 

Pasal 21 
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tarnbahan 
penghasilan clilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APED. 

BAB VIII 
PEMBAYARAN DAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Pembayaron 

Pasal 22 
(1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini 

dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2022. 
(2) Khusus pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Desember setiap tahun 

anggaran dibayarkan secara penuh pada bulan Desember, capaian kinerja dan 
kehadirannya diperhitungkan pada 1:>ulan Januari tahun berikutnya. 

(3) Pembayaran tarnbahan penghasilan dapat dipertimbangkan kembali sesuai 
kemampuan keuangan daerah. 



Pasal 23
Kepala Sekolah lvlenengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, I(epala
Sekolah Luar Biasa yang telah mendapatkan tunjangan sertiirkasi dan Pengawas
SMA Negeri/SMK Negeri/SLB di Lingku ngan Pernerintah Provinsi Lampung,
Pegawa,i Pemerintah dengan Pe{anjian Ke rjrt Pen),uluh dan Pegawai Pemerintah
dengan Pe{anjian Ker-ja sebagai tenaga pnndidik dan belum rnemiliki tunjangan
serti{ikasidiberikan tambahan penghasilarr sebagainrana tenrantum dalam
l,ampiran [d Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24
Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturarr Gul:ernttr ini dibebankan kepada APBD.

Baglan Kedua
PaJak

Pacal 25

Pajak atas tambahan penghasilan dan iuran jaminan kesehatan (BPJS)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perttndang-undangan yang berlaku.

Pasal,26

(1) Pejabat penilai yang berdasarkan hasril verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi
terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kineda
pegawai diberikan sanksi berupa F,emotongan TPP sebesar lOTo (sepuluh
besar) dari total tambahan penghasilan pacla bul.an berikutnya.

(2) Pejabat penilai yang terbukti trdak me.lakukan penilaian kinerja pegawai
kepada bawahannya tanpa alasan ya.ng jelas diberikan sanksi berupa
pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25,Y" (dta puluh lima persen) dari
total TPP pada bulan berikutnya.

BAB IX
KETE.I{T U'A]T LAIII-I,NN

Penggurraan lapolarr
dan f atau onlbte.

(1) Pengatu ran
diberikan
berlaku.

(2) Pegawai ASN yang bertugas memberikan .jasa peiayan€rn, pemungutan pajak
dan retribusi, serta tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi atau sebutan
lainnya yang menerima tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan, insentif
pemungutan pajak dan retribusi serta tunjangan sertifil<asi, tidak lagi diberikan
TPP berdasarkan beban keqa atau kondisi kerja.

(3) Pemberian jasa pelayanan, insentif pemungutan pajak dan retribusi, serta
tunjangan sertifikasi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan peratu ran perundanga n -u ndangan.

(4) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berdasarkan kondisi ke{a yang terkait
langsung dalam upaya pencegahan dan penangan an Corono Vints Di.sease 19
diberikan tambahan TPP 10% (sepuluh persen) dari basic TPP sebagaimana
tercantum dalam La.mpiran Ic sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peratu ran Gubernur ini.

Pasal 28

TPP yang diberikan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya
berdasarkan ketentuan peral.uran perundang-undangan yang

Pa,8,o'l 2T

kinerja pegau'ai dapat dilakukan secara manual

Pasal 23 
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala 
Sekolah Luar Biasa yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi dan Pengawas 
SMA Negeri/SMK Negeri/3LB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja sebagai tenaga pendidik dan belum memiliki tunjangan 
sertifikasidiberikan tambahan penghasilan sebagaimane tercantum dalam 
Lampiran Id Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 24 
Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD. 

Bagian Kedua 
Pajak 

Pasal 25 
Pajak atas tambahan penghasilan dan iuran jaminan kesehatan (BPJS) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 26 
(1) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi 

terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja 
pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh 
besar) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya. 

(2) Pejabat penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai 
kepada bawahannya tanpa alasan yang jelas diberikan sanksi berupa 
pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh ima persen) dari 
total TPP pada bulan berikutnya. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pase1 27 
Penggunaan laporan kinerja pegawai dapat dilakukan secara manual 
dan/atauonline. 

Pasal 28 
(1) Pengaturan TP yang diberikan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya 

diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Pegawai ASN yang bertugas memberikan jasa pelayanan, pemungutan pajak 
dan retribusi, serta tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi atau sebutan 
lainnya yang menerima tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan, insentif 
pemungutan pajak dan retribusi serta tunjangan sertifikasi, tidak lagi diberikan 
TPP berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja. 

(3) Pemberian jasa pelayanan, insentif pemungutan pajak dan retribusi, serta 
tunjangan sertifikasi atau sebutan lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan. 

(4) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berdasarkan kondisi kerja yang terkait 
langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 
diberikan tambahan TPP 10% (scpuluh persen) dari basic TPP sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran le sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 



(5) TPP drtambah 2Oo/o (<|ua puluh pu'rse n) dari tambahan penghasilan yang
diterima sesuai kelas jabatan, bagi Pt,garlrai ASN yang menduduki jabatan
pelaksana melaksanakan tugas:
a. perencanaan dan pengelola baralrg, patla sekretariat perangkat daerah;
b. pengelola barang pada Unit Pelalisana 'I'eknis (LlPT) Perangkat Daerah; dan
c. perencanaan dan pengelola barang pada S ubbagian Tata Usaha Biro

Sekretariat Daerah.
(6) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset

pada Bendahara Umum Daerah menerirna tambahan penghasilan ditambah
2O%o (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima sesuai kelas
Jabatan.

(7) Bagi Pegau'ai ASN yang melaksanakan tugas pada Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah menerima tambahan penghasilan ditambah l0olo
(sepuluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima sesuai kelas
Jabatan.

BAII X
KEf, ENTUAIT PE"!TI,'TI'P

Pesal 29

Pada saat Peraturan inr mulai berlaku, maka ,}rraturan Gubemur Lampung Nomor
5 Tahun 2027 tettang Pemberian Tamb;rhzr.n Penp,hasilan Pegawa.i Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampun6 s:e oag..aimarra telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 0 T al'r rrrr 2tJ2 1 , dinyatakan tidak berlaku
dan dicabut.

Prrrnl 3O

Peraturan Gubernur ini mular berlaku p,,lt1a tarrggal 3 Januai 2022.

Agar setiap orang mengetahuin.ya, memerintahkan p:ngundangan peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi l,ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 29- 3- 2022

GI'BERITUR LAIUPUIYG,

ttd

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 29- 3- 2022

SEI(RETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd nya
M,

FAHRIZAI DAR"TI{INTO

uda
lvlP.
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lo3 1 004

AIUNAT, DJUIYNDI

(5) TPP dtambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan yang 
diterima sesuai kelas jabatan, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 
pelaksana melaksanakan tugas: 
a. perencanaan dan pengelola barang pala sekretariat perangkat daerah; 
b. pengelola barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah; dan 
c. perencanaan dan pengelola ba.rang pada Subbagian Tata Usaha Biro 

Sekretariat Daerah. 
(6) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset 

pada Bendahara Umum Daerah menerima tambahan penghasilan ditambah 
20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima sesuai kelas 
Jabatan. 

(7) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Biro Pengadaan Barang dan 
Jasa Sekretariat Daerah menerima tambahan penghasilan ditambah 10% 
(sepuluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima sesuai kelas 
Jabatan. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 
Pada saat Peraturan im mulai berlaku, maka ?eraturan Gubemur Lampung Nomor 
5 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Peng'asilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2021, dinyatakan tidak berlaku 
dan dicabut. 

Pasal 30 
Peraturan Gubernur ini mula1 berlaku pada tanggal 3 Januari 2022. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 29 - 3- 2022 
GUBERNUR LAMFUNG, 

ttd 

ARINAL DJUNAIDI 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 29- 3 - 2022 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

ttd 

FAHRIZAL DARMINTO 

NIP. 1 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 3 


